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DENGAN RAHMAT

TUHAN YANG MAFA ESA

bahwa ‘dalan rangka meningkatkan kelancaran
benyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara
berdaya guna dan berhasil guna khususnya di bidang
Peker jaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang
maka perlu menetapkan kembali Organlsas:l. dan

Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah
Tlngkat II Magelang :

o ,\._._g
bahwa vntuk maksud butir a tersebut di atas dan
sesual dengan Keputusan Menter:. Dalam Negeri Nomo;;
80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dam w—-ﬂ
Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah asa ‘
188 ayat (2) dan surat Edaran Menteri Dalam n‘egn}f,f

Nomcr 061/4115/ J tanggal 9 Desamber 1994; g
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0’ 38, Tambah
an
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r

ombaran Negara Republik fndonesias n
onor 3037)

yndang - 'Uﬂdang Nomot 11 Tahu

rongﬁiran 'Lembaran Negara Republ:knllw-t tentang
1974 Nomor 65, Tambahan r'GMbarar: . ndonesia Tahun
Indnnesja Nomor 3046) egara Republik
yndand - undang Nomor 13 Tahun 1980 tent
([,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1"'9"8% ;Z;z:

rambahan' Lembaran Negara Republik Indonesia

83,
NOMO ™ 3046) ;
yjndeng - undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang

serumahan dan Permukiman (Lembaran Negara

k Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan

Republi
Republik Indonesia Nomor 3469) ;

embaran Negara

ang Penataal

Tahun 1992
Republ1ik

yndang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tent
gruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia;Nomor*SSOI)';f

22 Tahun 1982 tentang
Negara Republik

Tambahan Lembaran*

evzaturan Pemerintah Ndhbr
Tata Pengaturan Air (Lembaran

Tahun 1982 Nomor 37,

Indoneslia
nesia NomoO 3225]) ;

Negara Republ ik Indo

mor 23 Tahun 1982 tentang
ndonesla Tahun

Feraturan pemerintah NO
ublik

Irigas: (Lembaral Negara ‘
1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Rep

Indonesia NomoT 3226) ;

I@raturan'Pémerintﬁh
Jalan (lLembaran Negara
Nomor 27, Tambahan Lem

Inionesia Nomor 3293)

Pekerjaan Uuun kéepa
Republik Indonesia T4@

Lembaran Negara Pepubll
' 20 Tahvd

Peraturan Pemerintah ir (L'

P .. Camw KAK

engendalian PenceTmc;zi‘llggo vomr 24 Tambahan
womor 3409)

Republik Inconesia
Lembaran Negara Republl

.......
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rintah Nomur 3% Tahun 1991 tenti

A Negara Republik Indoneslid Ta!
» Tambahan Lembaran Negara Repub

J445) -
13. Peratursg
n p

Penye]l €Merintah Nomor 4% Tahun 1992 tents

€hggaraan Ot ' ritik Bel
pada Dae | onomi Daerah dengan 11
E bl rah Tingkat IT (Lembaran Negara Repub
- 13 Tahun 1992 Nomor /7, Tambahan Lembal

gdara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

L%, ieraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PET/L
Peitaﬁg Pelaksanaan Penyerahan sebagian urus
de eoAaan Ustie kepada Pemerintah Daerah T ingka®

al Pemerintah Daerah Tingkat II ,

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Xomor 39 Tahua 1
tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerzh ;

16. Keputusan Menteri:Dalam KRegeri Nomor 97 Tahun I
tentang Pola Organisasi Pemerintah Dacrab ¢
Wilayah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 230 T&iaun 1
tentang Pedoman Organisasi dan 1ata Kerja D13

' [.ingkup Pekerjaan Umum Daeran.
gan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamad

:h Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

tskan - PERATURAN DAERAH KOTAMADYA ~ DAERAH TINGKAT
WAGELANG TENTANG ORGAFISASI DAN  TATAKERJA LII
SEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELAXG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa. 1

Dalam Peraturan Daerah 1in: yang dim: ksud dengan -

'“

Daerah ..




a. Daerah
adalah
i . K ‘
Magelang ; _ Otamadya Daerah Tringkat I1

b. Pemerintg |
'Da 2 Dueran 44 o
erabh 7Ti alah Pemerintah Kotamalya " i3

‘ .,.“ .
% 2

€. Kepa]a Dinas

a | | |
Kotamadya dalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Daerah Tingkat II Magelang ;

f. Cabang Di;
Kotamih 1nas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Unuil
Ya Daerah Tingkat II Magelang ;

B Unit ' = . . |
g Pelaksane Teknis Dinas ( UPTD ) adalah unsi-

pelaks.z'ma untuk melaksanakan tugas Dinas Pekerjaar
Uwum di lapangan ; |

h. P"engalran adalah suatu bidang pembinaan atas aly,
cuirber air, termasuk kekayaan alam bukan hewanl yang
terkandung di dalamnya, baik yang alami maupun yang
telah d:-usahakan oleh manusla ;

i. BRina Marga adalah suatu bidang pembirfaan atas jalan
vaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk
apapun meliouti segala baglan jalan

pe_engkap dan perlengkapannya yang

as, sebagalmana dimaksud

13 Tahun 1980 tentang

termasulk

bangunak
diperuntukkan 5agl lalu lint

dalain undang-Undang Nomor
Jalan ;

j. cipta Karyad ad:lah suatu bidang pembinaan atas
penetapall ruarg Kota dan Daerah, bangunan

gedung, perumaian. 2ir bersih dan penyehatan

] ingkungan pemuk.man ;

pasal 2 '
: | peker:aan ymum adalah Unsur Pelaksana ,
1 (1] ?*najlnrah Dgérah 4i bidang pekerjaan umum
eme




seol

Dinas Umum dipimpin oleh
bertanggqu Yang herada dzx bawah

Jaw
Daerah. ab  kepada walikotamalyr =€

Pasal 3

poO
tarl

menyelenggarak mempunyal tugas
Al sebagian urusan rumah

Daerah dala .
m
bidang yang menjadi tanggung jawabnyYd

tugas Pembant

' ua : | .

Atasan. Il Yang diberikan oleh Femerll
Pasal 4

U?tuk. menyelenggarakan tugas sebagalm

dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah 1int, D1

Pekerjaan Umum mempunyai fungsil

kebhiljaksanaal t ek

pembinaan un
Gel

a. perimusan, perencanadn

pembangunan dan pengelolaar,
pemberian bimbingan serta perijinan sesual
kebijaksanaan yang ditetapkan nleh Walikotamad

Kepala Daerah ;

gencalian teknis di Did
dengan kebijaksanaan }

amalya Kepala Daerah ;

b. pengawasan dan pen
pekerjaan umum sesual
ditetapkan oleh_Walikot

gelolaan rTata Usaha pDinas ;

Ci
O
(®
-

Ccabang pinas dan Unit Pelak:

BAB III
ORGANI S ASI

Baglan Eertama
:

pola dan susunan Organisasi

Pasal d ........
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Pasal 5

Org,;;nic 1S 3
‘ . T Sl Din‘ .
Minimal '8 Pekerjaan Umum ditetapkan Pola

(1) Susunan

0 : ] _ . s
dari f9anisasi Dinas Peker jaan Umum terdiril

Kepala Dings

.
’

“Ub Bagian Tata Usaha

.
r’

@
w
wn
-
o
D
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a
b

C

d .
€. Seksi Cipta Karya ;

f. Cabang Dinds

g. Unit Pelalisana Teknis Dinas ( UPTD ) ;
h. Zelompok Jabatan Fungsional.

<
4

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan
sedangkan Seksi Pengairan, Seisi RBina Marga
masing-masing terdiri dari 3 (tigz) Sub Seksi dan
Sekei Cipta AKarya terdiri dari 2 (duia) Sub Seksi.

(3) Sub Baglian Tata Usaha dan Seksi - Seksi sebagaimana
¢ imaksud avat (2) Pasal ini masing-nasing dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. |

(4) Bagan Organisasi Dinas Peserjaan Umum |

sebagaimana d:maksud dalam lampiran yang
melrupaxan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

‘Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

pinas melaksanakan tugas dan fungsi

¥ =
..........
L 2




Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

’asal H

Sub  Bagian

urusan perencanaan,
Keuangan dan umum.

kepegawailan, tatalaksé

Fasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaks
Pasal 8 Peraturan Daeray ini, 3ub Bagian Tata U

mempunyal fungsi :

a. penyusunan rencana, frogram darn pelaporal S

ketatalaksanaan ;
b. pengelolaan administres:® kepegawalan, Kkeuad
perlengkapan, rumah tangga, penyusunan proyg

dokumentasi dan kepustakean ;

c¢. penyajian data, infcrmasi, hubungan masyard
evaluasl dan penyeTenggaraan inventarisasi.

Pesal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri cari :

-

a. Urusali Perencanaén dan Program ;
b. Urusan Kepegmlan

"'-1;, 2 -
e

c. Urusan umm T

a ]
e o3

.
’
e megs 1 il
'y . yi v

Tata Usaha mempunyai tugas me laksan




Pasal 11

(1) Urusazy, Pe .i tug
I€fncanaan dan Program mempuny

me -
D3 ‘aksanakan Pényusunan perencanaarl progra

1 n .
nlolmaSI hUbungan masyarakat, pemantauan da |

ev _ | ;
Al uasy tugas Dinas serta inventarisas!.
e, \
(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanaka?
. ) - | &
~elgelolaan administrasi kepegawalan, organisas

dan tatalaksana.

(3) Urusan Umunm mempunyai tugas melaksanakan urusan
SUrat menyurat, kearsipan, e€¢kspedisi, penggandaan,

rumak tanggu, administrasi perjalanan dinas,
Peralatan dan perlengkapan kantor serta pengelolaan

admiristrasi keuangan yang meliputi penyusuna

anggaran, pembukuan, pertanggung-jawaban dan laporan

Keuangan.

Bagian Keempat
! Seksi Pengairan
Pasal 12

Seksi Pengailran mempunyai tugas melaksanakan sebagilan

tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengairan.

Pasal 13

untulk inenyelenggarakan tugas sebigaimana dimaksud

pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Penga.ran

mempunyai fungsl :

5. penyusunan perencanaan teknis, ‘program pembinaan
| dan himbingan teknis di bidang pengairan ;

b pengavasan, peagendalian pelaksanaan pembangunan

rehabilil tasi, peningkatan dan pengembangan,

operasi serta pemeliharaan dan pengamanan

pengai.’:&n ‘

C. Fengelolaan ,



lainnYa e

bencana banjir 4an bencana @

[

1

~ usaha pengendalian eros

Pengumpula
BT 1 dan Pengelolaan data uerta pelapo

Pasal 14

(1) Sgksi.Pengairan_terdiri dari :
4. Sub Seksi Pembangunan ;

b. Sub Seksi Operasi dan Pemelihavaan ;
c. Sub Seksi Bina Manfaat.

dima’.aud a

(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimmana
(1) Pasal ini masing - masing dipimpiln 0
seorang Kepala Sub Seksl yang berada d1i ba
dan bertanaggung Jawab kepada {epala  Se
Pengailran. |
Pasal 15

embangunan mempuayal tugas melaksana

(1) Sub Seksi P
survey, investigasi, pemetaan, rencana t :knis

program pelaksanaan,.pengawaﬁan, pengendalli.
' pembangunan, peningkatan sel

rehabilitasl jaringan irigasi dan sungal.

(2) Sub seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyail tu
me laksanakan pembinaan, penjawasaf, pengendal
kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, menyu
ipventarisasl bangunar pengairan, pengumpulan di

penelitian penggunaan air permukaan dan sumber .
hidrologi, pengawasan dan pengendal

pengelolaan
kualitas air permukaan, penanggulangan akil
bencana alam serta pengelolaan penerapan IPAIR.

(3) Sub Seksi



4at mempunya! tugas me laksanakarl

r : , pengendalian pengembangarly,
' rehabilitasy irigasi kecil/ pedesaal,

i tanzh dan jaringan tersier,
+ Peéngawasan perijinan air permukaan darm
r Tekomendagi perijinan dan pengawasan
pela:?::: galian Golonganh C ?ada

gérta penyuluhan pengalirai.

Bagian Xelima
Seksi Bina Marga
Pasal 16

Sefsi - ,

:: ba . Jina Marpa nempunyai tugas melaksanakan

| & ) -
91an tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bina .

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
Pasai 16 Feraturan Daerah imni, Seksi Bini Marga -

memp 1nyzli fungsi ;

a. [ =nyusunan rencana teknis, program, pembinaan dar
bimbirqgan teknis di bidang bina marga ;

b. pengawasan, . pengendalian -.dan ~ pelaksanaan
pekerjaan bina marga ; =

| : _
c. perijlinan dan pengawasan pemanfaatan jalan

beserta utilitasnya ;

d. penanggulangan‘jalan dan jembatan akibat bencana

alam ;

e. pengarpulan data dan pelaporan bidang bina marga.

Pasal 18

) Seksi Bina Marga terdiri dari

- 10 -




alan dan Jembatan

C . SUb Seksi P

€meljih
' ary
dan Jalan dar Jembatan.

(2) Sub Seksi -

1 .
(1) Pasal 1N1 mas;

seorang Kepala - S1ng
bertanQQUng

Marga.

S T masing dipimpi
eksi yang berada d: pawah

jawab .
a .
kepada Kepala geks1

B10

Pasal 19

(1) Sub Seksi |
| Perencanaan Teknis mempunyal tugda

melaksanaka
n perencanaan teknis, pengumpulan data

>enelitian .
can pema t’ inadabes k. amdalr 1Lager jalan, eza]ua51
ntauan dampak serta manfaat prasarak
di bidan

fisik ) '
. Jalan da_n. rencana pengemoangal
2i1na Marga. |

(2) StD Seks1l  Pembangunan Ja
menpunyai tugas me'laksanakan pembinaan,
perrgendalian, kegiatan pembangunan

penggantian jalan dan jembatan.

"dan Jembate

Pemeliharaan Jalan
pembinaal

(3) Sub seks1l
melaksanakan

mempuuyal tugas
pengawasan, pengendalian, ' kegiatan  pemel ihara

jalan jan jembatan, pemanfaatan, perijinan yﬂ'
dan Jjembatan serta penanggulangan akibat benc:

alam.

sebagian tugas
Karya.




- Pasal 21
Untuk , |
nen e
Pasa) Z0 ;'eienggarakan tugas sebagaimana dimaksud
memp, aturan Daerah ini Seksi Cipta Karya
plnyal fungsi 0l ; €KS1
a. lneﬂYUr.: un

| Jedung-gequng Pemerintah dan rumah
dings

C. S &S - S o
Perijinap layak huni bangunan dan pengendalian
PElaksanaan pemb

dngunan bidang cipta karya ;
d. Penygumpylan

.data &an
Karya.

Pelaporan bidang dipta

Pasal 22

(1) Seksi Cipta Karya terdiri dari
a. Sub Seksi Bangunan
b. Sub Seksi

.
'

Perumahan dan Penyehatan lingkungan.

(2)'Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini masing - masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Seksi yang ‘berada di bawah

bertanggung jawab kepada Kepala Seksi
Karya. | -

dan
Cipta

Pasal 23

(1) Sub Scksi Bangunan memplinyail tugas relaksanakan
1 pembangunan, bantuan teknlk,_pengawasan pPembaingunan
hangunan gedung negara Qanlbangﬁnan umum sert?
pengaturin dan pengeqdali;n pe;;Jmen layak huni

bangunan.

(2) Sudb Seksi

iiiii




Bdgiaﬂ Kett jua
Cabang D3
in :
d4S dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

. Pasal 24

Cabang Dinas o

i btk e ZS dan Unit Pelal;sana Teknis D1nas d.

namanilii krftasérkan kebutihan Dinas Pekerjaan Umum
lteria yang ditetapkan oleh Menteri D

Negerl.

Bagian Kedelapan (
- Kelempok Jabatar ‘Fungsicnal

Pasal 235

Fungsional mempunyadl tu

Kelompok Jabatan
kerjaan |

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pe

sesual dengan.keahlian dan kebutuhan.

qual 26

Jabatan fungsional terdiri 3
naga dalam jenjang Jabatan Fungsi
| berbagai kelompok sec

(1) KelompoX

sejumlah te
rdirl dalam

vang te
eghliannya.

dengan K

(2) Jumlah =m0




2) Jumlat Tenaga Fungsional ditentukan acinaian
Kebutulian dan beban kerija

3, Pcabinaan terhadap Tenaga Fungsiona- g
S€sual dengan Peraturan Perundang-undangaX e
berlaku.

BARBR 1V
TATA KERJA

Pasal 27

-
ol

epala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
eksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan pe jabat laip
li1lingkungan Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan
iberhentikan Dberdasarkan ketentual Peraturan
derundang - undangan yang berlaku.

Kepala

Pasal 238

“enjang iabatan dan kepangkatan serta susunan
gepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-

tdangan vang berlaku.

Pasal 29

Teknis Dinas, Kelompeok Jabdtan
ang Dinas PekerJaan Umum waj:.b
4 1ntegrasi ba:l.k

-alam maupun -
tugas masing - masing.

al 'm melaksanakan tugasnya, D:l.nas Pekerjaan Imin

:di - 1-5
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN
N DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MAGELANG
KOMOR 12 TAHUN 1997
TENTANG

OR
GANISASI DAN TATAKERJA DINAS pEKERJAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

INJELASAN UMUM.

.—_H-'——_ e

Bahwa cebagai pelaksanaan Pasal A9 Undan
hun 1774 Jjo Keputusan Menteri Dalam Negeri NomoI g0 tahun 1994
,ntang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dipas L1n9
sum Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamady
sgelang NoOmOIX 5 takun 198G tentang Susunakl organisas)
erja Dinas Peker jaan Umum Kotamadya paerah T1n
idash tidak sesual sehingga perlu ditinjau kemball.

Bahwa dalam rangka meningkatkan
.merir tahan -an pecmbangunan secara

makea berdasarkan Keputusan menter
] inas LingkuP

una,
shun 1994 tentang Pedoman Organisasl dan

sker j¢ ~n umum Daerzh Jis

1/4115/s]) tangd
serah dan surat

omor 061/03228 tandg
' Dinas

Rsubernur Ke

gal 28 Januari 1995
pekerjaan Umum di Jawa Tengah, maka perlu

nisasi dan Tat_a Kerja Dinas pekerjaan Umum -
dengan Peraturan Daerah.

Cukup jelds.'

_ — 5 . Pola Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
| adalah minimal, hal ini sesual dengan
gurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

| 061/4115/5s3 tanggal 9 Desember 1994
tentang Pola Organisasi Dinas Daerah dan

gurat cubernur  Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 061/03228 tanggal 28
Januarl 1995 tentang Pola Organisasi
pinas Pekerjaan Umun di Jawa Tenguah.




asal

2E

memerlukan jenis  persyaratan/keah
Yang - harus dimiliki sesuai fungsinya
untuk melaksanakan tugas dalam

.jabatannya serta jenjang kepangkatannYa

diatur sesuai dengan ketentuan Peratu:an'
Perundang-undangan yang berlaku.

Cukup jelas.



